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Bab IV

Penutup

. Kestmpulan

a. Bahwa penguasaan tanah perkebunan ds Kelajek | dan 1V oleh .1 Perkebunan
Netajek  Kabupaten Jember mendasarkan  kepada SK - Mendagri
No SK_ 12 HGUADANTYTY unpgal 29 Apustus 1974, Dakon hal ini Mendagr
memberikan SK - terschut mendasarkan pada permohonan T1IGU dari Bupati
Jember Abdul lladi tertanggal 3 Joli 1972, serta persetujuan dari Panitia
Pertimbangan Peckebunan lawa Timur 26 Juli 1972 dan Team Pertimbangan
HGU Perkebunan Besar tertanggal T September 1973,

b, B3ahwa akibat dari penguasaan tanah perkebunan olch P3P Kabupaten Jember
menimbulkan reclaiming {penuntutan kembali) vang dilakukan rakyal Ketajek
diatas Tanah Perkebunan Ketajek | dan I Kabupaten  Jember  dilakukan
dengan 2 (dua) cara vaitu 13y menvurati, berdialog, dengan prhak-pthak vang
herwenang, dan 2) dilakukan denpan cara menduduki fahan perkebunan Ketajek
I dan H tersebut Cara pentama fersebut dibolehkan karena tUdak melangear
hukum vang berlaku. Sedangkan cara vang kedua tidak diperbolehkan karena
melanggar hukum vang berlaku,

¢ Bahwa penvelesaian metalw jalur hukum atoe melalul proses  peradilan
merupakan alternabf tevakhir jika proges musyawarah dan perundingan untuk

mencart penvelesaian tidak tercapai kata sepakat.
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2. Saran :

a. Dalam pelaksanaan proses perolehan HGU atas tanah perkebunan di Ketajeg 1 dan
I Kabupaten Jember, seharusnya ditempuh dolu proses pelepasan hak atas tanah.
Dan diadakan musyawarah dengan pihak petant mengenar mengenatr besomya
gantt kerugran tersebut serta dihindarkan cara kckerasan dalam perolehan HGU
tersebut. Sehingga dengan demikian sengketa-sengketa vang tnnbul akibat adanya
proses perolehan THGU terscbut dapat dihindarkan.

b. Bahwa redistribusi tanah perkebunan harus diberikan atau diprioritaskan kepada
petani  vang dahulu mendapatkan hak milik  sehingpa redistribusi  tanah
perkebunan tersebut benar-benar sesuai dengan sasaran davi Landreform untuk
mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat
tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai

pembagian vang adil dan merata,
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